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PERATURAN DAERAH KABUPATEN DALERAH TK. II BANYUMAS
NOMOR : 3 TAHUN 1988

TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

-

‘Menimbang  : a.  bahwa untuk meningkatkan périumbuhan dan perkem-
bangan perckonomian dacrah, dalam rangka pelaksanaan
otonomi dacrah yang nyata, dinamis dan bertanggungja-
wab, diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk me-
nambah dan memupuk sumbér pendapztan Daerah;

b. bahwa mengadakan usaha-usaha penyertaan modal Daerah
pada Pihak Ketiga adalah merupakan salah satu sarana
untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan da-
erah; -

¢. bahwa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Ting
kat IT Banyumas telah dilakukan usaha -usalia penyertaan
modal, yaitu berupa-saham dan/atau perjanjian usaha ber
sama dengan Pihak Ketiga;

d. bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-undang Nomor 5§
Tahun 1974 teotang Pokok-pokok Pemerintahan di Dacrah,
Pemerintah Daerah dapat melakukan vsaha-usaha sebagai
salah satu sumber pendapiatan Dacrah yang diatur de-
ngzn Peraturan Daerah ;

¢ bahwa dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
3 Tahun 1986 tanggal 1 Oktober 1986 tentang Penyertaan
Modal Daerah pada Pihak Ketiga, telah diatur mengenai
Tata Cara penyertaan Modal Dacrah pada Pihak Ketiga;
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bahwa dalam rangka pengelolaan, peningkatan serta pe-
ngembangan usaha-usaha penyertaan modal Daerah pada
Pihak Ketiga dipandang perlu diatur dalam bentuk Pera-
turan Daerah.

Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan Di Dacrah.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemben-
tukan Daerabh-Dacrah Kabupaten dalam Lingkungan Pro-
pinsi Jawa Tengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pe-

ngurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keu-
angan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah daa Penyu-

sunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979
tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986
tanggal 1 Oktober 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah
pada Pihak Ketiga

Dengan persctujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TING-

KAT II BANYUMAS TENTANG PENYERTAAN MODAL
DAERAH PADA PIHAK KETIGA

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1,

Dilam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
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Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II
Banyumas; _
Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Dacrah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah
Tiogkat II Banyumas;

Modal Daerah adalah kekayaan Dacrah (yaog belam dipisahkan) baik
berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti
tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, suratssurat berharga, fasilitas
dan hak - hak laiunya.

Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal
Dacrah pada suatu usaha bersama dengan Pihak Ketiga dan atau peman-
faatan modal Daerah oleh Pihak Ketiga, dengan suatu Imbalan tertentu;

Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan. Usaha dan atau Perscorangan
yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah antara lain, Pemerintah
Pusat, Pemerintah Deerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan
Usaha Milik Dacrah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta
Asing yang tunduk pada hukum Indonesia;

Badan Pengelola adalah Badan Pengelola Penyertaan Modal Daerah pa-

da Pihak Ketiga.
BAB II

TUJUAN
Pasal 2,

Peoyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga bertujuan untuk mening-
katkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah pendapatan
Dacrah. - :

Untuk mencapai tujuan tersebut ayat (1) Pasal ini, penyertaan Modal Da-
crah pada Pibak Kctiga dilaksanaksn berdasarkan priosip - prinsip eko-
nomi perusahaan..

BAB III

TATA CARA PENYERTAAN MODAL
Pasal 3

Pei yertaan Modal Dacrah pada Pihak'Ketiga dapat diluksanakan dengan cara:
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b.

s

Pembelian sahain dari Perseroan ‘Terbatat (PT) yang telah berbadan Hu.
kum dan mempunyai prospek baik;

Sebagal pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT) ;

Kontrak Manajrmen; kontrak Produksi, kantrak bagi keuntungan, kontrak
bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.

Pasal 4.

Untuk melakukan pembelian saham pada suatu ‘Pcrscroan Terbatas (PT),
perlu disediakan dananya terlebih dahulu dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD). '

Setelah tersedia dana untuk pembelian saham sebagaimana dimaksud da-
lam ayat (1) Pasal ini, dapat diadakan penjajakan terhadap Perseroan
Terbatas (PT) yang akan menjual saham untuk mendapatkan data Infor-
masi mengenai jenis dan harga saham dimaksud.

Apabila Bupati Kepala Daerah dapat menyetujui jenis dan harga saham
sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka untuk pelaksanaannya
ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Pembelian
saham dimaksud

Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat untuk bertindak mewa-
kili Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelian saham,

: Pasal 5.

Setiap melakukan penyertaan modal Daerah dalam pembentukan Perse-
roan Terbatas (PT), ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah dimaksud dalam ayat (1) Pasal
ini, diadakan Perjanjiap dasar antara Bupati Kepala Daerah dan Pihak-
pihak yang ikut dalam peandirian PT.

Perjanjian dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini me-
muat materi pokok:

a. Identitas masing-masing pihak;

b. Jenis dan nilai modal saham masing - masing pihak ;
c. Bidang usaha;

d. Perbandingan modal;

c. Hak, Kewajiban dan sanksi-sanksi;

f. Lain-lain yang dianggap perlu.:
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Berdasarkan Peraturan Daerah téntang Penyertaan Modal Daerah dan
Perjanjian dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (3) Pasal ini,
kemudian dibentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan akte Notaris,

Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat, yang bertindak untuk
dan atas nama Pemerintah Daerah bersama -sama dengan Pihak Ketiga
mendirikan Perseroan Terbatas (PT)

Pasal 6.

Penyertaan’ Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang da
lam bentuk uang, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan dilaksanakan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang da
lam bentuk barang, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah
sctelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Khusus untuk barang tidak bergerak, Keputusan Bupati Kepala Daerah
dimaksud sebelum d:laksanakan perlu dimintakan pepgesahan Mcntcn
Dalam Negeri

Kekayaan Daerah yang tertanam dalam Perseroan Terbatas (Pl) meru-
pakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 7.

Untuk mengadakan kootrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi
keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan/atau koatrak bagi tempat usa
ha berdasarkan Peraturan Daerah ini, Bupati Kepala Daerah minta per-

setujuan terlebih dahulu dari Dewan Pcrwalulan Rakyat Daerah atas ren-
cana kontrak dimaksud,

Setelah mendapat sersetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai-
mana dimaksud ayat (1) Pasal ini diadakan perjanjian bersama bersya-
rat antsra Bupati Kepala Dacrah dan Pihak Ketiga yang bersapgkutan
yang memuat materi pokok :

a. Indentitas masing-masing Pihak

b. Jenis dan nilai modal dari para Pihak ug
c. Bidang Usaha. : -~y Wi q aojedeatang
d. Jangka waktu perjanjian. ,, g . g

e. Hak dan kewajiban serta sankSl EsankSI

f. Lain-lain yang dianggap pcrlu
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Pelaksanaan Kontrak ‘manajemen, kontrak produksi, kontfak bagi keun-
tungan, koatrak hasil usaha dan atau kontrak bagi tempat usaha sebagai-
mana dimaksud dalam perjanjian pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan de
ngan Keputusan Bupati Kepala Daerah, yang berlaku setelah disahkan
Menteri Dalam Negeri, Apabila Keputusan Bupati Kepala Daerah terse-
but tidak disahkan Menteri Dalam Negeri, perjanjian menjadi batal.

Terhadap Kepututan Bupati Kepala Daerah sebagaimana dimaksud da-
lam ayat (3) Pasal ini yang jangka waktu berlakunya kurang dari (lima)
tahun, pengesahannya dilakukan olch Gubernur Kepala Dacrah Tingkar I
Jawa Tengah atas nama Menteri Dalam Negeri dan pelaksa naannya
dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jeoderal PUOD

Pasal 8.

Unwk melakukan penclitian terhadap barang yang disertakan sebagai
modal saham Daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT) dan
atau menentukan nilai barang Dacrah serta imbalan pembayaran dan
lain-lain dalam mempersiapkan perjaniian. kontrak manajemen, kontrak
produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha daa kon-
trak bagi tempat usaha scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)

dan Pasal 7 ayat (2), Bupati Kepala Daerah membentuk Panitia yang
terdiri dari uosur - unsur:

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tiogkat II Banyumas ;
BAPPEDA Kabupaten Dacrah Tingkat I Banyumas;

Bagian Pemeriatahan Setwilda Tingkat I{ Banyumas;

Bagian Perekonomian Setwilda Tingkat I1I Banyumas; -

Bagian Umum Setwilda Tingkat Il Banyumas;

Bagian Keuangan Seiwilda Tingkat II Banyumas;

Bsgian Hukum dan Ortala Serwilda Tingkat 1I Banyumas;

Kantor Agraria Kabupaten Dati 1I Banyumas;

Tenaga ahli [ konsulian

S ppoP

x|

Dinas Pendapatan Dacrah merencanakan dan mengikuti perkembangan

usaha-usaha penyertaan modal dacrah pada Pihak Ketiga dalam rangka
peningkatan pendapatan Daerah. -

BAB 1V. -
PEMBINAAN T
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" Pasal 9. " - a

Bupati Kepala Daerah melakukan pembinaan lcrhadap penyertaan modal
Daerah pada Pihak Ketiga.

Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal
ini, Bupati Kepala Daerah dibantu oleh Sekretariat Wilayah Daerah.

Jika dianggap perlu Bupati Kepala Daerah dapat membentuk Badan Pe-
ngelola scbagai aparat pelaksana yang membantu Pemerintah Daerah.

Susunan Organisasi dan tatakerja Badan Pengelola dimaksud dalam ayat

(3) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Dacrah, berdasarkan petun-
juk Menteri Dalam Negeri

Pasal 10.

Dalam hal penyertaan modal Dacrah pada suatu PT, maka untuk mewa-
kili Pemerintah Daerah, Bupati Kepala Daerah dapat mcnunjuk Pejabat
vang akan duduk sebagai anggota Dewan Komisaris jika berdasarkan jum
lah saham yang dimilixi oleh Dacrah ada hak untuk duduk dalam Dewan

Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku,

Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat yang akan mewakili Da-
crah secara berkelanjutan untuk mengikuti pelaksanaan kontrak manaje-
men, kontrak produksi, kontrax bagi keuntungao, kontrak bagi hasil usa-
ha dan atau kontrak bagi tempat usaha.

Para pejabat yang ditunjuk mewakili Daerah sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini, harus/wajib memahami kewiraswastaan

secara profesional dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah
melalui Badan Pengeclola, jika dibentuk.

BAB V.
PENGAWASAN
Pasal 11].

]iupati Kepala Daerah berwenang melakukan pengawasan umum schu-
bungan dengan penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga.

Para pejabat yang ditunjuk mewakili Dacrah schubungan dengan Penyer
taan Modal Daerah pada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 10
ayat (1) dan (2), menyimpaikan laporan peclaksanaan tugas kepada
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Bupati Kepala Daerah melalui Badan Pengelola jika dibentuk secara ber-
kala sckali dalam 4 bulan ‘

3, DBadan pcn'gclola dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3} menyampaikan kom-
pilasi laporan dimaksud ayat (2) Pasal ini, tentang Pelaksanaan dan ha-
sil penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga kepada Bupati Kepala
‘Dacrah sekali dalam setahun, '

4, Bupati Kepala Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil pe-
nyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga di Daerahnya kepada Gu-
bernur Kepala Dacrah Tingkat I Jawa Tengah dan Menteri Dalam Ne-
geri sekali dalam setahun.

BAB VI
HASIL USAHA
Pasal 12,

Bagian laba atau hasil usaha penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga
yang menjadi Hak Daerah, yang diperoleh selama Tahun Anggaran Perusa-

haan disctor ke Kas Dacrah dan dimasukkan dalam APBD tahun Anggaran
berikutnya

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

1. Semua peoyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga yang telah ads se-
belum' dikeluarkan Peraturan Dacrah ini, pengelolaan, pembinaag penga-
wasan dan lain-lainnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.l

2. Bupati Kepala Dacrah membentuk Tim untuk melakukan jnyenqarisasi
terhadap semua Penyertaan Modal Daerah "pada Pihak Ketiga sebagai-
mana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, yang terdiri darj unsur - unsur
scbagaimana terscbut dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daeraly ipi

BAB VIII

KETENTUAN PENUTOP
Pasal 14

Scjak saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua keteptuan yang ber”
tentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dao tidak ber-
Jaku lagi,
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Pasal 15

Hal-hal’ yang belum’ cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini yang bersifat
pelaksanaan akan diatur, kemudian oleh. Bupati Kepala Dacrah.

Pasal 16

Peraturan -Daecrah -ini: mulai berlaku pada tanggsl diundangkan: Agar setiap
orang dapat mcngctahumya, memerintahkan pengundangan Pcraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah

ikt Purwokcrto, 30 Aprll 1988
-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bupati chala Daerah Tingkat II

Kabupaten Daerah Tk, II Banyumas s ~ Banyumas,
Ketua, T
ttd. ' ) It ol
Drs. H. MOCH. ISKAK ' ROEDJITO

Peraturan Daerah ini telah disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor 570.33-353 tanggal 25 April 1989.

R S T ‘ : Menteri Dalam Negeri
enris-cia gedeboil 3 ttd.
o ' | RUDINI

Diundangkan pada tanggal 20 Meci 1989 dan dimuat dalam Lembaran Dacrah
Kabupaten Daerah Tingkat JI Banyumas Seri D Nomor 1 Tahun 1989.-

3l sr i An Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas
i tz 5l Sekretaris Wilayah / Daerah

e  1td

Drs H. SOEMADI
NIP. . 010 036 804
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TK. II BANYUMAS
NOMOR : 3 TAHUN 1988

TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA
PENJELASAN UMUM

1. Dasar pemikiran dan Landasan Hukum

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertang-
gungjawab serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Da-
erah, diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk memupuk sumber
pendapatan Daerah,

Berdasarkan Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, dinyatakan bahwa sumber-sumber
pendapatan asli -daerah terdiri dari:

1 Hasil pajak daerah.

2 Hasil Retribusi Daerah,

3 Hasil Perusahaan Daerah.

4 Lain-lain hasil usaha yang sah. '

Selanjutnya pada Pasal 60 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dinya-
takan pula bahwa dengan Peraturan Daecrah dapat diadakan usaha-usaha
untuk menambah Sumber Pendapatan Daerah. )

Dari hasil pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam
angka 1, 2 dan 3 pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, pada
kenyataannya belum cukup memadai dalam membiayai kehidupan dan
perkembangan Otonomi Dacrah.

Oleh karena itu dianggap perlu untuk menambah sumber - sumber
pendapatan daerah dengin mengadakan usaha-usaha sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 60 Undang.undang Nomor 5 Tahun 1974, yang meru-
pakan salah satu hasil usaha dacrah yang sah sebagaimana dimaksud da
lJam angka (4) Pasal 55 Undung -undang Nomor 5 Tahun 1974.

Berdassarkan kenyataan selama ini telah banyak dilaksanakan usaha-
usaha daerah berupa penyertaan modal pada usaha.usaha yang bersifat
komersial, baik ussha patungan modal dengan Pemcrintah Pusat, Swasta
Nasional dan atau Swasta Asing dengan wadah Perseroan Terbatas (PT)
maupun peongguna usahaan barang Daerah.
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Dalam melakukan usiha-usaha penyertaan’ ‘modal Daerah selama ini,
kenyataannya scnantiasa berkiitan dan tidak terlepas hubungannya dengan
Pihak Ketiga, sedang tata cara pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan,
pengawasan dan sebagainya masih beraneka ragam, yang antara lain di-
schabkan belum adanya pengaturan sebagai petunjuk pelaksanaan Pasal
60 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 yane dapat dijadikan landasan
hukum dalam usaha penyertaan modal daerah dimaksud.

Selain itu bahwa ketentuan pengguna-usahaan barang milik Daerah seba-
gaimana dimaksud dalam Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri No-
mor 4 Tahun 1979 tentang pelaksanaan Pengelolaan Barapg Pemerintah
Daerah memerlukan penyempurnaan dan peningkatan, schingga akan ter
capai daya guna dan hasil guna. Schubungan dengan hal tersebut, perlu
diadakan pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan, pengelolaan, pembi-
Daan, pengawasan dan sebagainya terhadap penyertaan modal Daerah
pada Pihak Ketiga yang bersifat umum dan mendasar deagan fleksibilitas,
tcbab ini merupakan faktor dominan dan akan menunjang dalam me-
laksanakan penyertaan modal Daerah dimaksud.

Kalau kita perhatikan dan kita amati bersama di Kabupaten Daerah
' Tingkat II Banyumas masih banyak terdapat barang-barang modal yang
potensial, tetapi belum dimanfaatkan, misalnya tanah bangunan, mesin-
mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.

Apabila barang-barang modal dimaksud dikelola sebaik-baiknya, ma-
ka akan dapat diharapkan untuk menambah sumber pendapatan Daerah

Oleh karena itu, dalam usaha penyertaan modal Daerah pada Pihak
Ketiga, seyogyanya dapat dilakukan berupa uang dan atau barang yang
dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inven-
taris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak - hik lainnya yang dimiliki
olch Dacrah,

Dalam usaha penyertaan modal Daerah Pada Pihak Ketiga dimaksud
dapat dilakukan dengan cara :

a. Membeli saham dari Perseroan Terbatas (PT) yang telah berbadan
hukum dan mempunya1 prospek baik;

b. Sebagai peodiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT)

¢. Mengadakan kontrak management, kootrak produksi, kontrak bagi ke
untungan, koutrsk bagi hasil usaha dao kontrak bagi tempat usaha
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Tatacara, Penyertaan Modal.

Pembelian saham:

Pada prinsipnya pembelian saham oleh Pemerintah Daerah pada suatu
Perscroan Terbatas (PT), hanya dilakukan apabila dengan pembelian
saham dimaksud benar-benur dapat diharapkan meningkatkan pertum.
buhan perckonomian Dacrah dan atau menambah Pendapatan Dacrah

Pembelian saham didasarkan pada Peraturan Dacrah tentang Penyer.
taan Modal Dacrah pada Pihak Ketiga, sedang untuk penyediaan da-
nanya dianggarkan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja . Dacrah
(APBD), yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Surat chutusan Bu-
pati Kepala Daerah.

Scbagai Pendiri dalam Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) 1

Setiap melakukan usaha penyertaan modal Daerah dalam pemben-
tukan Perseroan Terbatas (PT), ditetapkan dan diatur dengan Pera-
turan Dacrah yang disahkan olch Menteri Dalam Negeri. ?

Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah dimaksud, diadakan perjan-
jian terlebib dahulu antara Bupati Kepala Daerah dan pihak - pihak
yang ikut sebagai pendiri Perseroan Terbatas (PT) yang dituangkan
dalam suatu Naskah Perjanjian.

Dalam naskah perjanjian dimaksud dicantumkan identitas para pihak
jenis dan nilai modal, bidang usaha, hak dan kewajiban, sanksi-sanksi
dan lain yang dianggap perlu,

Penyertaan modal Daerah yang dalam bentuk uang, dianggarkan da-
lam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pelak-
sanaannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati ‘Kepala Daerah

Penyertaan Modal Daerah yang dalam bentuk barang ditetapkan de-
ngan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah setelah - mendapat per-
setujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Banyumas, Persetujuan dimaksud dituangkan dalam bentuk
Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Da-
erah Tingkat II Baryumas.

Khusus mengenai Penyertaan Modal Daerah yang dalam bentuk ba-
rang tidak bergerak, maka Surat Keputusan ULupati Kepala Daerah
Tingkat II Bznyumas baru dapat dllaksanakan setelah disahkan'. oleh
Menteri Dalam Negeri. .
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Kontrak manaxement, kontrak produksi; kontrak bagi keuntungan, kon-
trak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha,

Pengertian:

1.

Kontrak management, dimana Daerah mempunyai modal dalam ben-
tuk barang untuk suatu usaha komersial, sedang pengelolaannya di-
lakukau oleh pihuk ketiga dengan ketentuan bshwa Pihak Ketiga akan
menerima imbalan atss jasanya yang diperhitungkan dari hasil usaha
dimaksud dan hal itu dituangkan dalam naskah perjanjian.

Kontrak produksi, dimana Daerah mempunyai modal dalam bentuk
barang untuk suatu usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan
oleh Pihak Ketiga dengan ketentuan antara lain :

a. Pihak Ketiga menyediakan modal Investasi atau modal kerja

b. Pihak Ketiga diwajibkan membayar sejumlah uang (royaliti) ke-
pada pihak Pemerintah Daerah sesuai dengan perjanjian

c. Untung rugi dalam berusaha menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga

Kountrak bagi keuntungan, dimana Daerah mempunyai modal dalam
bentuk bharang dan atan hak atas barang untuk usaha komersial, se-

dang pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga dengan ketentuan
antara lain :

a. Pihak Ketiga harus menyediakan modal Investasi dan atau mo-
dal kerja.

b. Kelancaran jalannys usaha menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga

c. Hasil usaha atas keuntungan dibagi antara pihak Pemerintah Da-

erah dan Pihak Keiiga, scsuai dengan prosentase yang ditentu-
kan dalam perjanjian.

Kontrak bagi hasil usaha, dalam hal ini Pibak Ketiga menginvestasi
terlebih dahulu modal peralatan dan lain-lain sarana yang diperlu-
kan, schingga usaha dimaksud mampu berprqduksi dan beroperasi.

Pengelolaan usaha dilakukan oleh Pihak Pemerintah Daerah cq. Badan
Pengelola - :

Hasil usaha yang berupa barang-bar?n'g produksi dibagi antara Pihak
Pemerintah Dacrah dan Pihak Ketiga scsuai dengan prosentase yaog
ditetapkan dalam perjanjian.
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Kontrak bagi tempat ueaha, dalam hal ini Dacrah mempunyai scbidang
tansh yang berstatus Hak Pengelolaan ( HPL ) dan memungkinkan untuk
mendirikan  tempat usaha, scdang untuk membangunnya diserahkan
kepada Pihak Ketiga dengan persyaratan yang saling menguntungkap,

a. Semua biaya penyelesaian bangunan tcmpit usaha dimaksud men-
jadi tanggung jawab Pihak Ketiga.

b. Sebagian dari tempat usaha yang sudah dibangun dimanfaatkan
atau dikelola oleh Pihak Ketiga, scdang yang lainnya dimanfaat.
kan dan atau ditentukan statusnya olch Pihak Pemerintah Daerah

¢. Atas bangunan yang dibangun oleh Pihak Ketiga tersebut dibe-
rikan serufikat Hak Guna Bangunan (HGB) diatas tanah HPL,

d. Bangunan yang dibangun tersebut masuk dalam Inventaris Daerah

e. Kepada Pihak Ketiga diberikan wewenang penuh untuk mengelola
bagian gedung tersebut seumur Hak Guna Bangunan yang diberikan

f. Seluruh bangunan tersebut menjadi milik Daerah setelah berakhir
Hak Guna Bangunan yang bersangkutan.

Untuk mengadakan kontrak management, kontrak produksi, kontrak
bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat
usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini oleh Bupati Kepala Daerah
dimintakan persctujuan terlebih dahulu bersama bersyarat antara Bu-
pati Kepala Daerah dan Pihak Xetiga yang dituangkan dalam suata

paskah perjanjian,

Berdasarkan perjanjian tersebut diatas ditetapkan Surat Keputusan Bu-
pati Kepala Daerah tentang kontrak management, kontrak produksi,
kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasl usaha, dan kontrak bagi
tempat usaha yang berlaku sctelah disahkan oleh Menteri Dalam

Negeri.

Apabila Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah dimaksud tidak
disahkan oleh Menteri Dalam Negeri, perjanjian tersebut akan men-
jadi batal, Terhadap Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang
kontrak management, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan dan
stau kontrak bagi hasil usaha yang jangka waktu berlakunya kurang
dari 5 (Jima) tahun, disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah atas nama
Meateri Dalam Negeri dan pelaksanaannya dilapork.n kepada Men-
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= ~erit Dalam Negeri“cqi Direktur Jerderal Pemerintahan Umum dan

3.

Otonomi Daecrah. .

L

Pembinaan dan Pengawasan

Berhasil atau tidakeya usaha penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga
dimaksud sangat tergantung kepada ” attitude” daa ” Political Will *
dari Pemerintah Dacrah.

Oleh karena itu Bupati Kepala Daerah selaku Penguasa Tunggal di Da-
erah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan umum secara berdaya
guna dan berhasil guna terhadap penyertaan Modal Daerah pada Pihak
Ketiga dimaksud. Dalam hal itu Menteri Dalam Negeri melakukan pem-

binaan umum dan pengawasan umum terhadap penyertaan Modal Da-
crah pada Pihak Ketiga.

Agar semua usaha penyertaan modal Dacrah pada Pihak Ketiga dimak-
sud benar-benar berperan dan berfungsi dengan sebaik-baiknya* dalam me-
ningkatkan pertumbuhan perckonomian Daerah, dan menambah penda-
patan Dacrah pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, efektif
dan efisien serta berlandaskan asas-asas ckonomi perusahaan.

Agar supaya maksud tersebut dapat tercapai dan apabila dianggap perlu
Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas dapat membentuk suatu Ba
dan Pengelola sebagai aparat pelaksana yang membantu Pemerintah Daerah

Dengan adanya Badan Pengelola dimaksud, maka penanganan penyerta-
an Modal Daerah pada Pihak Ketiga berada dalam satu atap, ‘schingga

- pembinaan dan pengclolaannya benar-benar berjalan dan terlaksapa de-

ngan tertib dan lancar serta perkembangannya dapat diikuti dengan jelas
dap mudah.

Badan Pengelola dimaksud dibentuk terpisah dari Sekretariat Wilayah /
Dacrah, dimana Pimpinan dan Karyawannya bekerja secara full timer,
deogan pertimbangan bahwa penyertaan modal Daerah dimaksud sudah
begitu besar dan berkembang sehingga tidak mungkin lagj diurus, diken-
dalikan serta dikembangkan lebih lanjut olech Aparat Pemerintah Dacrah
yang ada.

Jika penyertaan modal Daerah dimaksud belum begitu besar, maka pem-
bentukan Badan Pengelolz dapat dilakukan dengan jalan menunjuk bebe-
rapa orang Pecjabat/Staf Aparat Daerah yang erat hubungan tugasnya dengan

~ -. pényertaan Modal: dimaksud.
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Apabila penyertaan modal Dacrah itu baru ada satu atau dua usaha cukup
diurus, diksndalikan dan dikembangkan olch Aparat Daerah yang ada se
cara fungsional Cq, Dinas Pendapatan Dacrah,

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 ‘ : Cukup Jelas
Pasal 2 : Lihat Penjelasan Umum
Pasal 3 g ¢ Lihat Penjelasan Umum
Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) : Lihat Penjelasan Umum _
ayat (4) : Oleh karena kesibukan -Bupati K epala Da

erah, dapat ditunjuk seorang Pcjabat atau
lebih untuk mewakili Daerah dalam me-
laksanakan pembeclian saham dimaksud.

Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) : Lihat penjelasan umum

ayat (5) : Sama halnya dengaa Pasal 4 ayat (4)
Pasal 6 ayat (1) dan (2)  : Lihat penjelasan umum.

ayat (3) - Cﬁkup jelas.
Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) : Lihat penjelasan umum

ayat (4) : : Pelimpahan wewenang oleh Menteri Da-

lam Negeri kepada Gubernur Kepala Da-

. erah Tingkat I Jawa Tengah terhadap pe
-ngesahan Peraturan Daerah tentang kon-
trak managemen, kontrak produksi, kon-
trak bagi keuntungan dan. kontrak bagi
hasil usaha-yang jangka waktu berlakunya
kurang dari 5 (lima) tahun adalah untuk
mempercepat proses pengesahatnya dengan
mengingat waktu berlakunya kontrak di-
maksud tidak terlalu lama.

Pasal 8 ayat (1), (2) : Cukup jelas

Pasal 9 ayat (1), (2),(3) dan (4): Cukup jelas
Pasal 10 ayat (1), (2) i Cgkgp jcla‘_s _ 3 |
<77 Tlayat (3) "1 Pertanggung jawaban kepada Bupati- Ke-
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pala Derah melalui Badan Pengelola dapat
memperhatikan  sepenuhnya penyertaan
Modal Dacrah, mengingat kesibukan Bupati
Kepala Dacrah.

Pasal 11 ayat (1), (2), (3) dnn'(/l)n Cukup jelas

Pasal 12 i Cukup jelas
Pasal 13 t Cukup jelas
Pasal 14 1t Cukup jelas
Pasal 135 i Cukup jelas
Pasal 16 -+ Qukup jelas

e —————y

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 570.33 - 353
-TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH.KABUPATEN DAERAH TINGKAT
I BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 1988 TENTANG PENYERTAAN MO-
DAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA.

Membaca'

Menimubang

Mengingat

Mecetapkan

:ﬂ.

MENTERI DALAM NEGERI

Surat Gubernour Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
tanggal 24 Nopember 1988 Nomor 188.3/32941 pcrihal per-
mohonan pengesahan Peraturan Dacrah;

Peraturan Dacrah Kabupaten Daerah Tingkat IJ Banyu-
mas Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyertaan Modal Da-
crah pada Pihak Ketiga;

: Bahwa tidak berkeberatan untuk mengesahkan Peraturan Da-

erah yang dimaksud.

3

Undang-undang No. 5 Tahun 1974 testang Polkok - pokok
Pemerintahan ‘Di Daerah,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979
tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah, .

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986
tentang Peuyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga

MEMUTUSKAN:

: Mcngcsahkan.Pcraturan Daerah Kabupaten Dacrah Tingkat IT

Banyumas Nomor 3 Tohun 1988 tentang Penyertaan Modal
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Daerah Pada Pihak-Ketiga, dengan perubahans

Pasal 1, semua kata ''iaJah " dipbah dan harus . dibaca
" adalah "

Pasal 7 ayat (2) huruf b, diubah dan harus dibaca :
"b. Jenls dan nilai modal dari para pihak "

Pasal 8 ayat (1) baris pertama, kata-kata ” penilaian terha-
dap barang yang diserahkan” diubah dan harus dibaca
" penelitian terhadap barang yaog disertakan ”

Pasal 9 ayat (4) pada akhir kalimat, kata-kata Cubcrnur
Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah *’ divbah dan harus
dibaca " Menteri Dalam Negeri ”

Pasal 10 ayat (4) pada akhir kal:mat ditﬁ'mbahkan kata-kata
" jika dibentuk

Pasal 11 :

ayat (2) baris keempat kata-kata >’ melalui Badan Penge-
lola” diubah dan harus dibaca ” melalui Badan Pengelo-
la jika dibentuk ”’

ayat (4) kata-kata ” Gubernur Kepala-Daerah Tingkat I Ja-
wa Tengah” diubah dan harus dibaca” Guberour Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri”

Pasal 13 ayat (1), diubah dan harus dibaca:

(1) Semua penyertaan modal Daecrah Pada Pihak Ketiga
yang telah ada sebelum dikeluarkan Peraturan Daerah inij,
pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan lain-lainnya di
sesuaikan dengan Peraturag Daerah ini”

Pasal 14 diubah menjedi Pasal 15 dan Pasal 15 diubah
menjadi P:sal 14,

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal : 25 April 1989

MENTERI DALAM NEGERI,

RUDINI
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SALINAN keputusan - ini disampaikan képddd -~ -~ = o »
1, Sdr, Menteri/Sckretaris Negara di Jakarta, "J;‘ \ !

2. Sdr. Menteri Kehakiman di Jakarta.

3. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta, ol gfral

4. Sdr. Sckretaris Jenderal Departemen Dalam. Negeri di Jakarta.

5. Sdr. Dircktur Jenderal PUOD Departemen: Dalam Negeri di Jakarta
6. Sdr. Gubernur chala Dacrah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang
7. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat 11 Banyun;n_g‘l“di Banyumas
8

'Sdr, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dacrah Tingkag
Il Banyumas di Banyumas. oo s e :

0 -
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